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Tindak Pidana penyebaran berita informasi bohong (hoax) memiliki 
beberapa ketentuan unsur-unsur yang melekat padanya yakni unsur umum 
penyebaran berita informasi bohong (hoax) dan beberapa unsur tambahan. 
Bagaimana pengaturan tindak pidana penyebaran berita informasi bohong 
(hoax),bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana 
penyebaran berita informasi bohong (hoax) dalam Putusan Nomor : 
25/Pid.Sus/2023/PN Senkang. 
 
Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). 
Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan 
regulasi serta kasus-kasus yang berkaitan dengan isu seperti putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 
 
Hasil daripada penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 
pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita informasi 
bohong (hoax) diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2024 (1) jo Pasal 28 
ayat (1) UU.RI No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
dan Pasal 506 UU 1/2023 Selain diatur dalam KUHP lama, tindak pidana 
menyiarkan berita bohong juga diatur di dalam Pasal 506 UU 1/2023 
tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan. 
Penerapan Sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak 
pidana penyebaran berita informasi bohong disesuaikan dengan unsur-
unsur yang melekat pada perbuatan tersebut. Pertimbangan hakim 
dilakukan berdasarkan ketentuan pembuktian fakta-fakta yang muncul di 
dalam pemeriksaan persidangan yang bertujuan untuk memberikan 
putusan yang memiliki nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan 
bagi para pihak yang berperkara. Hakim dapat juga mempertimbangkan 
riwayat kejahatan terpidana yang pernah melakukan tindak pidana serupa 
namun korban tidak melaporkan perbuatan tersebut. 
 
Kesimpulan putusan hakim dalam perkara ini berdasarkan ketentutan Pasal 
45A ayat (1) UU ITE 2024 (1) jo pasal 28 ayat (1) UU.RI No 1 Tahun 2024 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penentuan putusan hakim 
dilakukan berdasarkan ketentuan pembuktian dan fakta-fakta persidangan 
yang ditemukan dan diluar persidangan. Namun, putusan hakim dapat 
dikatakan belum tepat, sebab ada beberapa fakta persidangan yang tidak 
digunakan hakim dalam pertimbangannya untuk memberikan 
putusan.Sehingga saya penulis penerapan hukum terhadap tindak pidana 
penyebaran berita informasi bohong (hoax) tidak sesuai dengan unsur-
unsur yang terpenuhi atas perbuatannya terdakwa. 
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